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LET.{BARAN PEM.II,ANG
4 -

I

PERATURAN DAERAH I$3UP.S,TEN DAERAI{ITINGKAT II PU{ALANG
- .  l ar,nuon , '8 TAitry ltrig4

T E N T A N . G

PENETAPAN PMUBAIiAN ANGGJTRAN PMDAP,ATAN DAN BII,ANIA

DAERAH i{.{BUPATE$I DAER.AII TII\iGKAT II PB4AI4INO

. , 
TAIIUN i$.IGGARATY 1gg4 / 1gg5

DIX\GAN RAI{I,IAT TI]HAN TANG MAHA MA 
t

BUPATT KEpArd DAInffI TINGKAT II PIl4p,tANG

Menimbang : balrwa Perrrbahan Anggaran Pend"apatan dan Belanja "Dae-

rah Kabupaten Daerah Tingkat II Peutalang Tahun rruggqg

a.rl 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan DaeraL.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1f Tahun 195O tentang Pemben -

tukan Daeratr-daerah Kab.upaten la]-a.m lingkungan Pro

; 
pirai Jawa Tengah iuncto Peraturan Pemerintah No -

nar 32 Tatrun 1950 tentang Penetapan mulal berLalnr-
'v 

rya Undang-undang Nomor 1f Tatrun En i
2. Ilndang-undang Nomor t5 tatrun l9f19 tentang Sueunan-

dan Ke$udukan Majelil permus;rawaratan Ralqyat rDewan

n Penuakilan Ralryat dan Dewan Perwakilar Ralqyat Dae

rab ( Lembaran l,legara Republik Indcneeia Tahun 19-

, 6! Nonor 59, Tanbahan Lembaran Nrgara Repubiik In-

. dcnesia Nomor 2915 ) eebagaimara telah diubah Per-

^ tana dengan Und.ang-undang Nomor J tabn lgli
4
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( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39,

Tambahan Lemfaran Negara Republik Indonesia Nomcr lO64 ) aan,

Kedua dengan Undang-r-ndang Nomor 2 Tahun 1985 ( Lenbaran Ne-

gara Republik Indoqesia Tahun 1!8) I'lomor 2, Tambahan Lembar-

an Negara Republik Indonesia Nomor JZ82 ) ;

J. Undang-unciang Nomor ! Tahun 19?4 t'entang Poxok-pckok Peme -

rintalran di Daerah ( Lernbaral Negara Republik Indonesia Ta-

hun 1974 Nomor JB, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone --i

sia Nomor 
"91? 

) i

4. Peraturan Pemerintah Noraor I Tahun 1975 tentang Pengurusant

Pertanggungjawaban dan Pengavrasan Keuangan Daerah ( Lembar-

an Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor !, Tambahan -

Lembaran Negargl Republik Indonesia Nomcr ) ;

5, Peraturan Pemerintah Nomor 6 fahun 19?5 tentang Cara PerSru-

sunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahr Pelaksanaan -

Tata Us$a Keuangan Daerah dan Per5rusunan Perhitungan Angga

ran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Repu

blik Indenesia Tbhun '1975 Non,ar 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Ncimor ) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tatrwt 19?5 tentang

Contoh-cofton c."" Penyusunarl :rnggaran Pendapatan dar Belqg

ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Per5ru

srll,an Ferhitungan Anggaran Pendapatad dan Belanja Daerah ;

7, it"prrtuual uenteri Dalam Negeri I'iontor 5?C46O Tahun 1p8'1 tel

tang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kra

dit Anggarart i

8 .  I ( epu tusan  ' . . . , ( 3 )
, $  r r . ,  .
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8. Keputusan Menteri Dalam Negerlliomor .94 Tahun 1984 tentang Larag

- kah Pertama Pgnsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan,Be1anja, -

Daeratr dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nom,cr 9071316 Tahun 1985 ten -

tang Perryenpurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pencla

patan dan Bel-anja Daerah sebagaimana telah disempurnakan d.engan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9gt-617 Tahun 1988 ;
\- 10, Keputusan Menteri Dalan Negerl Noroor gOll-lZlg Tahun 1985 ttun a

tang Perryempurnaan Keputusan l4enteri Dalam Negeri Nomor 9py6A1

Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggara.n Pend.apatan dan Belanja

Daerah i

11. Keputr:san Me:teri Dalam Negeri Nomor 90>269 Tahun 1985 tentang

Penyenrpurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah ser

ta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae,rah i

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Ncmcr 90>379 Tahun 1987 tentals

Penggunaan Sistim Digit dalam PelalrBanaan Anggaran Pen{apatan -

dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan

Daerah i

1J, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor gO3-C56 Tahun 1988 tentang

v 
Perubahan dan Perlycmpurnaan Po6 2.2.2. Kepala Daerah menjadi -

Pos 2.2,2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah l

1.4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor %-TO5? tahun 1988 tentang

Penyempurnaan Bentuk dan Sueunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

15.  Peraturan .  .  .  .  .  . ' . (4) .
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15.Pera turanDaerah,Kabupa, " ]o l " " ]oT ingkat I IPerna1angNo-

nor 1) Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Kctua, 'v{aki1

Ketua dan Anggcta Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupa -

ten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daeratr Kabupatea

.Daerah Tinekat II Pernalang'Nomor 8 Tahun 1991 Seri D No.-

mor 5 ) sabagaimana telah diadakan Perubahan pertama de -

ngair Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Nomor J Tahun

199f (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat fI Pema =

lang Nomor 8 tahun 199f Serl D Nomor 5 ):; -r^

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No -

mor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tabun

Anggaran 199411995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-

kat II Pemalang. Nomor 1C Tahun 1994 Seri D Nomor 5 ) seba-

gainana telah ilisahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jaw:t Tengah Nomcr 9OJ/1341W4 tanggal

e6 lrei 1gg4 i -

1f, Peraturan Daeratr Kabupaten Daeratr Tingkat II PernaLang No -

. mor 7 Tahun 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Angga-

ran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Pomalang Tahun 1g93/1gg4 (Lembaran Daerah Kabupaten Dae

rab Tingkat II Pemalarrg Nouror 15 Tahrrn 1994 Seri O Ncmor 5If

selagaimana telah d.isahkaa dengan Keputuean Gubernur Kepa-

la Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9O1/1C?5h994 tane -

ga;-- 22 Nopember 1994 i

18. Keputusan Dewan Perwakilan Ralgrat Daerah Kabupaten Daera}

Tingkat II PemaLang Norncr 1?2.VA3/DPRD/19}1 tanggal 21

Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Drwan Perwakil
an Ralryat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rr pamalang.
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Memperhatikan :

Mendengar

Menetaphan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor W/5?Zlp]ioD

tanggal 19 Pebruari 1994 perihal_ped.oman pe,-
' nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-

rah lahun Anggaran 4994 /..199j ;
2. Srrat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa -

Tengah Nomor 9A3/VJ%jl tanggal 12 t{atet 1c)94

perihal Pedonan Penyusunan .APBD Tahun Angg*r-

an 1994 / 1995 i

J. Surat Keputusarr Panitla Anggapan Dewan Perwa-

kilan,RaISyai Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

1I Pemalang Ncmor 172.3/Ean,txne&/1994 tanggal

22 Desenber 1994 tentang Nota Keuangan Pcru -

bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral:,

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun -

.A.nggaran 1994 / 1995,

Pembicaraan Calam Rapat Paripurna Dewan Per*rakil

an Ralqrat Daerah Kabupaten Daerah Tingl,,at II pe-

malang tanggal 29 Desember 1994.

Dengan persetujuan Dewar Perwakilar Ralryat Dae -

rah Kabupaten Daerah Tirgkat II Pema1ang.

1 4 E M U T g S K A . N
PffiITTIIRAN DAmAiI KABUPATB,I DAIRAII TII{GItuT II PE
PS4AIANG TEI'ITANG 9SVUTAPAN PERIIBAHAN ANGGARAN -
PENDAPATIIN DAN BE,AN]A DAMAII KABIJp;iTEN DAffiAII
TINGKAT II PM4dLANG TA]IUN AI,ICIGARAN 1994 / 1995"

Pasa l  1 . . . . ( 5 )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



6

Fasal 1

(1) lnegaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1gg4 / 1gg5

senula Rp. 21.OO4.Z19,ooOrOC d.iperkirakan bertalr.bah de -
'ngan 

Rp. ),15L245.W,@ sehingga menjadi

Rp. 26Jfr,+64.occroo ;
(2) Rincian penambahan pendapatan dinaksurt paaa ayat (1) t"I

sebut diatas dimuat dalam Contoh A"IX/A Peraturan Daerah

in i .
Pasal 2 

r

(1) RnggaramBelanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995

Rp. 21,@4.219.OOO,OO d.iperkirakan Lertambah dengan

Rp. 5,152.245.Ooo1Co sehingga menjar l i  Rp. 25,155.454.oOOroC

dengan perincian seLagai berikut z

a. Bglanja Rutin sebelum

Perubahan .  .  c r  .  .  Rp., ,9.5?Jrf lO5.OOOrOO

Bertambah .  .  .  .  .  .  Rp. 1.f i4.JZB,COoroO

. Belanja Rut in setelah

P e r u b a h a n  .  . ,  .  " ,  R p , 1 1 , 1 ' B , 1 B J . O C ; O ' O O

' b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan .  .  .  .  .  .  Rp.1i .43a,414.Oooroo

Bertambah .  .  .  .  .  .  Rp. 3.58?.867.000|00

Belanja Pembangunan se-tetah

.  P e r u b a h a n . . . . . . R p . 1 5 . O 1 B " Z B 1 . O O c r o o

(Z) nincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a

dan b tersebut diatas rnasing-masing dimuat dalam Contoh

r\.TW Peraturan Daerah ini.

P a s a l  3 , . . . . Q )
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7-
pasal t

- Jumrah Anggaran dan Belanja Daerah rahun Anggaran 1994/1995 setB

lah perubahan Rp. 26.156.1+64.OOOrCC

pasal 4

('1) Penaapatan urqsan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994 /-
,1aaq'  /  / /

ebelum perubahan . . . . . Rp. 1.5jt.4?g,OOC;rtO

v Bertambah .  .  .  . .  .  .  .  .  .  Rp. 14g.3C1.ooOrOC

Pendapatan Urusem Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1gg4 / 1g9, setelah

perubahan . . o . . . . . . Rp. 1.8OA.78O.oOOrOo
(Z) nincian pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat

dalam Contoh -.IXr/? Peraturan Daerah ini.

Pasal 5
(1) getanja urusan Kae dan Perhitungan Tahun AngBaran 1994/1995

sebe lum pe ruba t ran ,  .  .  .  . ,Rp . '  1 .653 .479 .o00 roo

Berta.mbah . . . . . . . . . Rp. 14g,n1.occr)o

- Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tatrun

\_- Anggaran 1994 / 1995 setelah

perubahan .  .  .  .  .  .  .  . ,  Rp.  1 .8o2.78o.ooorOo

Q)  |  .  .  . ' .  |  .  .  ( 8 ) .  -
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(Z) Rincian belanja climaksud pada ayat (1) tersebut diatas

dinuat daLam Ccntoh A.IVR Peratr:ran Daerah ini.

t P"{aturan Daera} ini mulai berlaku pacla hari Cir.urdangkan -

setel-ah menclapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkaa di Pernalang

Pbda tanggaL,29 Desember 1994

Dg'ilAN PBWAKILAN RAKYAT DAUtdI BUPATI IffFAJ,,r. DiERAI{ TINGKAT II
L

K i8UPATn \ iD . r IR*TH I INGKATI I  PP$4ALANG

PSMALANG

Ke tua ,

C,{P ttd CcP ttd

Drs, H. U'SWADI . Drs. H, SOEh,ti'RfOI'rc.

D I U N D A N G K A N

DAU${ LSBARI,N' Dr+lRr'rII KABUP,iT}f,{

DriERiiH TINGKTIT II PEl"liJlil{G

N O . r  1  T G L : 1 1 - 2 - 1 9 9 5

i  S f f i I :  D  N O .  t  1

Sfl{R.E'I;RIS IdII*Y.rtl / DAiA,tiI

TIIreIG$ II PEM;1LAI'IG

ttd

DrE. MOEI,]OIXI.

Penbina Utama Muda

NIP. 5OC C4g 62L,
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GUBIRNTJR- KIPAI,A DAMAI{ TINGKAT I

JAWA TINGAH

KMIINJSAN GUBFNUR KWA,LA DAIRAII TI}GKAT I JAWA TIITGAH

Nol,lcR 2 9q/1t+o/1992

TENTANG

PM{GBSA}iAN PMATURAN DAERAH KT{BUPATEN DAMAii TINGKAT II
PB"LILANG NOMTOR B regUN 1gg4 TE}{IAI,IG bENETAPAN pmUBAIi.ANANccARAil'n^'8ilh'iT^i"?Hd8'il,#-'tffi ffi -ffi l"dlii;Bl**

_. GUBIRNIIR KP;iLA DAIRAH TINqKAT I JAWA TINGAH

- l'lembaca ':::";,:xff.,J-:l;I,:;:::;',ff;:ili 
X

mohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Da.e-

rah Tingkat II Pemalang Nornor 8 Tahun 1994 tanggal

29 Desenber 1994 tentang Penetapan Perubahan *nggqg

an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

1gg4 / 1995.

Meninbang : bahr.4a.prerrrbahan Anggaran Pendapatan dan belanja Dae

rah Kabupaten Daerah Tingkat fI Pernalang Tahun .A,ng-

garan 1994/1995 tersebut diatad, untuk dapat dilak-

eandkan perlu pendapatkan pengesahan eeouai- dengaa

peraturan perunilang-undangan yang berLaku.
1

- *uo*:o*"'''' 
::::ril:ff-H:" :r'HJ?4,tentan€ 

Pokok -

2. Undang-undaag Nomor 1O Tahun 1950 tentang Pemten-

tukan Daeratr-daerah Propinsi. Jawa Tengah ;

J. Peraturan Pemerintab ilomor ) Tahun 1975 t,entang -
Pengurusan, Pertanggungjawabaa dar Pengawasan
Keuangan Daerah

4 . P e r a t u r a n . . . , . ( 2 ) .
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4. Peraturan Pemerintah ilomor 5 Tahan .19?5 tentang Cara Peny{

aunan Anggaran Peniiapatan ctan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tafa Usaha Keuangan Daerah dan Penyrsunan Perhitungan ,ing-

Baran Pendapatan clan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Mentcri Dalam iilegeri Nomor 11 Tahun 19?5 tentaag

Contch-Contoh Cara Pcnyusunan rrnggaran Perc.apatan, Pelaksa.
t

naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penytsunan irerhitungan

Anggaran Pendapatan cian Belanja Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 1 Tahrur 19qC teritang
' Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dari Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah ;

7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang

Ketentuan Tunjangan Burna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah ;

B; Peraturan Menteri Dalam Negeri Ni)mcr 2 Tahun 1994 tor€6el.

J Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;
p. Keputusan Menteri Dal"am iVogeri Nomor 900-699 tanggal 2

April t98O tentang luianual iidministrasj- Keuangan Daerah ;

1Oi Keputr:san Menteri Dalam Negeri Nomor j?A-frC tanggal A8

Oktober 1991 tentang Prcgram Pembinaan Anggaran Daerah -

dan Pengendalian Kr6dit rrnggaran ;

11. Keputusan lvlenteri-Dalam llegeri Nomcr 94 Tahun 1))l+ tang -

ga1 15 Desern-ber 1994 tentang Langkah Pertama Peneinkroni-

sasian i{nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Ang-
1 Baran Pendapatan dan Belanja Negara i

1 2 . K e p u t u s a n . . . o . ( 3 )
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'12. Keputusan Menteri Dalam.*"-U""i Wlro" 9A>269 tanggal J Maret -

1985 tentang Penyenpurnaan Bentuk dan susunan Tata usaha Keu -

angan Daerah serta Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belan -
ja Daerah i

13, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nonor gA3-t?g ta:rggal 11 Aprii

t987 tentang Penggunaan sistem Digit daran pelaksanaan irnggar-
' an Pendapatan dan Belanja Daerah oerta Petunjuk reknis Tata u-

saha Keuangan Daeratr ;
14. Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor gA>a55 tanggal 19 Januar.;.

ri 1988 tentang Perubahan Perqrusunan pos z.z,z. Kepala Daeral
menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ;

l)' Keputusan Menteri Daram Nege.-i Nonor %.j-o5? tanggar 19 Janu-

ari 1988 tentang Penyenpurnaan Bentrik A"n Sueunan inggaran

Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9q-6fl tanggal 25. Juli

1988 tentang Penyenipurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No -

nor 9o3-1it6 tanua 1D85 tentang Peqyenrpr-rrnaan Bentuk ctan susun
an Perubahan hnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah i

1/. Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor J5 Tahun 1990 tanggaJ- 29

iipril 199O tentang Perubahan Bentuk dan Sueuncn poe 2.2.1 De-

wan Perwakilan Rairy3t Daerah.

Memperhatikan I . . . . . . (4).
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_ l i

M erop erhat ikan :'' 
il;', ]*::i',, ;'il.I'ff lrilT:" ii1r'i!;"
man Penyusunan Anggaran'pend.apatan Tahun

Anggaran 1994 / 1995 ;

2. Surat l,ienteri Dalam liegeri- Nomor AX)"1A-1 -
' %O/g tanggal 26 pebruari 1994 perihal pe

tunjuk pelaksanaan program pembangrnan Dae

rah Tahun Anggaran 1gg4 / 1995 ;
J. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 903/009611 tanggal 12 Maret

1994 tentang Pedoman penyusunan Anggaran

Peqdapatan dan Belanja Daerah fahun Anggar-

an 1994 / 1995 i
4.,Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Nornor 9C\/4ZZ/1994 tanggat 26 _

Mei 1994 tentang pengesahan Anggaran pend.a_

patan dan Bel_anja Daerah K?bupaten Daerah

Tingkat If Pemalang Tahun Anggaran 1994 _

/ 1995 ;
5. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rr

Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 2! De -

sember 1994 tentang penetapan penrbahan Ang
gara! Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-

\ ten Daerah Tingkat II pemalang Tahun Anggql

an 1994 / i995.

M $ { U T U S K A N  i o r . . .  ( 5 ) .
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Menetapi<air

PffiT;U'iA

,

,  
M E } . I U T U S K A N

Mengeeahkan Peraturan Daerah Kabupater, Daerah Ting -

kat II Pemalang Nomor B fahun 1994 tanggal ?9 Desem-

Uer 1991+ tentang Penetapan Perubahan AnggaTan penda-

patan dan BelanJa taerah Kabupaten Daerah Ttngkat II

Pernalang Tahun Anggaran 1994hggS d'enlan ketentuan -

sebagai berikut :

1i 
'Anggaran 

Pendapatan Daerah Tatrun Anggaran lggt+ /-

1995 senr1.a sejunrlah Rp. 21.0O4.219.OOO'C)O. d.iper-

kirakan bertambah dengan Rp. !. 152.245.Wr@ se-

hingga nenjacl i  sebesar Rp. 25.156.!54.OOOrOO.

2. Anggaran Belanja Daeratr Tatrua Anggaran. 1gg4/1gg5

eemula sebesar Rp. 21.OO4.219.OOO'C0 diperkirakan

bertanl atr dengan Rp. 5.152.245.O@'OO sehingga

menjadi sebesar Rp, ?5.155.461+.OO0lOC dengan rin-

cian eebagai berikut :

a. Belanja Rutia sebelum

penrbahan . .. . . Rp, 9r573.8O5.oooroo -
bert-ambatr . . . . Rp. 1.fr4J?B,OOOTOO

h

Belanja Rutin setelatr perubahan

Rp. 11.138,18J.OOOrOO

Belanja Pen'oangunan sebeh.u

perubalran . . . . Rp. 11.4W.414,OOO'OO

bertanbah , . . . Rp. 1.58?.86?.000T00

Belanja Penbangunan eetelab

perubahan .  .  n .  Ep. 15.O18.A81.OOO'OO
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F 5

Jumlah thgg"".o Belanja Daerah setelah

Perubahan . . . . . . . :::__:::1T:f!33:93

]' tsagian Urusan Kas cian Perhitungan :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan (tlKP) Tahrn /rnggaran

1gg4/1gg5 senula sejumlah Rp. 1.653,479.0curcO diperkira -

kan bertambah dengan Rp. 149,'nl.OOOrOO sehingga nenjadi

sebesar Rp. 1. 8C,2.7Bo,oooroo
'b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (Utcp) Tahun Anggaran

1994/1995 seurrla sejumlah Rp. 1.653.479.Cooroo diperkira -

kan bertambah dengan Rp, 149.3O1.OOO'OC sehingga nenjadi -

sebesar Rp. 1.8o2.78o.oooroo

dengan rincian se'bagai berikut :

1) Belanja Rutin sebelun

.  perubahan . ,  .  .  .  .  .  .Rp.  1 .65J .479,oooroO

bertanbah . . . . . . . .Rp. 149.1aLoooroo

Belanja Rutin setelah

p e r u b a t r a n  . ,  .  .  .  . ,  .  . ,  R p .  1 t 8 O 2 , ? h . O O c l O O -

2) Belanja Penbangunan

sebelum perrrbahan . . . RF.

b e r t a m b a h . , . . .  .  .  .  R p o

Belanja Pembangunan setelah

perubahan . . . . . . . . . . . RP.

Jumlatr Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan setelah

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



perubahan . ,  .  .  .  r  r  .  Rp._  1 .go2.Zgo.oo0roo
=========== ========

- 4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah'Tingkat rr pemalang Tahun Anggaran - -

1994/1995 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 25.156.464.ooc,
. OO dengan rinciar sebagai berikut :

a. PEND;rP;LT;N
>-  -Penc lapatan .  |  .  r  .  .  r  .  .  Rp.  26 .1 f i r l rd4 .oo0r t0

b. BU,(NJA i

- R u t i n  R p .  1 1 , 1 l , E , 1 B J " o O O r o o

- penbangunan Rp. 15,018.Z81.OOOrOO

Jumlah Belanja . . . | . Rp. 26,1fr.L+64.OOO;OO

Bagian Urusan Kas dan perhitungan

a. PENDAPATAN 2

; pendapatan .  o .  .  .  .  .  Rp, l .Boz.Z8o.oooroo

b. BIT,AI'iJA :

- .R u t  i  n Rp" 1.8oA.Z8o.oooroo
'\-- -'Pembangunan Rp.

Jumla} Belanja . . . . . Rp. 1,8OA,?SO.OOCTOO

s e l i s i h . R p N I H I L
============i =:======-

a '

5. Junlab . .  .  .  .  .  .  .  (8).
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5. Jumlaii keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanj3,faeran Kabupaten Daerah Tinekat II

Penralang Tahun Anggaran 799.4/1995 ternasuk Bagian

Uruean Kas dan Perhitungan adala]l sejurnlah

Rp. 27.959.244.oOCrOC,

PENDiIPATTU.

1. Untuk Tahun Anggaran selanjutnya Aya! 1.1.'1.OOC

rr Sisa Lebih Perhitungan An6garan Tahun yan$ Lg
- 

lu n agar dirincl antara lain Sisa Kas, Sisa WDP

pada Bendaharawan dan Sisa Utang Piutang (UlP) -

- 
dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah -

, pada kolom keterangan, sesuai dengan Keputusan -

Menteri Ilalaro Negeri Nomor ? 9Oj - O99 .tanggal 2

April Tahun 19BO tentang Manual Adninistrasi Ke-

uangan Daerah.

Selarijutrrya untuk Pendapatan Daerah lair:nya yang

_ 
tercantum pada beberapa Ayat Pendapatan Daerah -

dalam tampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah

agar dirinci pula eesuai dengan jenis pendapatan
- 

nya. :
2. Beberapa Pendapatan Daerah yang tereantum dalan

PenJabaran Ayat 1.2.5.19C ,t Penerimaan Lain-lairitr,

antara lain :

- Penerimaan Dinas Pariwisata atas ijin pernain-

an Anak-anak sebesar Rp. TO.OOOIfO agar dipin-

dahkan pada Pcs 1,2.4 rr Pos Penerimaan dari

Dinas-dinas rr Ayat 1.2.4.147 rt Dinae Pariwisa-
ta .
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- Denda Perijinan oleb Pilak ke III sebeear i r r. r . r . .

Rp, 1.145.674r@.agar dipind.ahkan oalarn Ayat 1.211.o?o

rr Denda Pajak f l  .

- Hasil Penjualan Ternak Sapl sebesar Rp. 25.ClC.r-eOr@ agar

dipindahkan dalam Ayat 1,2,4.146 tt Penerirnaan Dina6 Pariw!

eata ff  :  , ,

HaI tersebut sesuai Keputusan Menteri Dal-an Negeri Nomor 9OJ

- O5? tanggal 19 Januari 1988 tentang Perlyempurnaan Bentuk-

dan Sueunan Anggaran Pendapatan Daerah.
f -

Untuk Tahun Anggaran yang akan datang pelaksanaau IPAIR di

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang untuk penerinaanrq;ra di -

anggarkan pada lyat 1.2.2.11? tt Iuran Pelayanan Irigasi rt

eedangkan Biaya pungutannya dibebankan dalam Belanja Rutin -

pada Pasal 2.2.4.',C93 n Biaya Pungutan IPAIR il.

Kemudiar untuk Biaya Operaoi dan Pemeliharaan Jaringan Irig

ei d.ibebankan dalam Belanja Pembangunan pada Sektor/Sub Sek-

tor/?rogram (2P.O.3.2), sesuai dengan Keputusap Meirteri Dalam

Negeri Nomor : 46 fanua 1994 tanseal 23 April 1994 tentang -

Perencanaan, Penganggaran dan Penata Usaliaan Iuran Pelayanan

Irigaei.

Untuk Tahun Anggaran selanjutrya atas Hasil Penelitian Ang :

garan Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap beberapa catatan

yangte1 tuangda1amSura tKeputusanGubernurkepa1aDaerah

?ingkat I Jawa Tengair tentarg Peugeeahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ta -

lrun anggaran berkenaan, supaya pelakeanaaff\ya dibuatkan Penr

4.
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bahan Surat Keputusan Bupati Kepaia Daerah tentang penSabaran "

Anggaran Pendapatan d.an Belanja Daerah, untuk disesuaikan san .

bil menunggu penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bel-an

ja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan Cilaporkan kepada Guber

nur Kepala Daerah Tingkat I Jar+a Tengah.

Hal tersebut sesuai denga.n ketentuan dalam Diktum Keenam Kepu-

tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26

ivlei 1994 l{omor z 9$/4)41994 tentang Pengesahan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Tahua Anggaran 1994 / 1995, 't

Penerimaan Penambahan Bagian Bagi Hasil tlari Tingkat I'PKB/

BBNKB sesuai Peraturan Daerah tingkat I Jawa Tengah Nomor : 1]

Tirhun 1994 tanegal 14 Desember 1994 tentang Perubahan Anggaran

tenclapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tabun Ang-

garan 19g4/1gg5 yang belum dicantumkan dalam Perubahan APBD

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tdhun'Anggaran 199v1gg5

supaya dicantumkan reali-sasinya dalam Penyusunan Perhitungan -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting -

kat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995. &

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II PemaLang Nomor :

8 Tahun 1994 tangeal- 29 Desember 1994 tentang Perubatran APBD 
-

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 19g4/1990

yang tercantum dalam Pasal ! tentang Urusan Kas dan perhitung

an ( UKp ) eupaya ditambah rincian Belanja Rutin dan Belanja-

Pembangunan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

I

N o m o r  !  .  .  .  .  .  .  .  ( t t ) .
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Nomcr : gA3 - 6l? taa6gaL Zj Juli 1988 tentang pergrem-

purnaan Keputusan Menteri Da1am I'legeri Nomor . gO3 --

1J16 Tahun 1!8! tentang Perqyempurnaan Bentuk dan Su-

sunan Perubahan Ang:garaa Pendapatan dan Belanja Daeratr.

KETIGA : B}X,ANJd, RUTIN.

Bantuan untuk Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebg

sar Rp..5.OOO.O0O'O0 yarg tercantum dalam Anggaran-

Manajemen pada Pasal 2,14.1.11]{ t t  Bantuan untuk Or

ganisasi Provesi rr agar dipirdahkan kedalam Pasa1 -

2.14,1115 t 'Bantuan unluk Organisaei Sosial  t?.

Agar diindahkan maksud ketentuan Diktum Ketiga bu -

tir 4, 8 dan Diktum Keernpat butir ) huruf b, c bu -

tir f, butir 8 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daer

rah Tingkat I Jawa fengah tanggal 25 Uei '1!!4 Nomor

z 9O1/43il1994 tentang Pengesahan APBD Khbupaten .

Daeratr Tingkat II Femalang Tahun Arggaran 1994h995.

Untuk Tahun Anggaran yang akan datang dalam Penyern-

purnaan Perubahan APBD, apabila sesuai dengan ca

tatan pengesahan AFBD tidak mengalami perubahan

( bertambah / berlnraag ) malca dalam Kerangka Bulm

APBD tidak perlu dicantumkan, tetapi dal.am Anggaraa

Mane.jernen tetap dicantumkan melenuhi ketentuan da -

lam Keputusan Guberrur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah tentang Pengesahan Jr P B D.

4
l 9

2 .

3 ,  t  o . . .  .  ( te ) ,
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Dalb.rn Penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah

Tingkat II Pernalang Tahun Anggaran 1994/1995, de -

ngan adanya Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasil

an bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I 4an II

yang besarr,qya 10 % dari, Gaji Pokok ditambah tunjang

an Istri/Suami dan Tunjangan Anak, terhitung rnrlai

bulan Januari 1995 supaya sudah diperhitungkan da -

lam Perhitungan APBD Kabupaten Daerah tingkat II Pg

mal-ang Tahun Anggaran'1gg4/19g!, sds,rai d.engan Su -

rat Edaran Departemen Keuanfuan Republik Indonesia -

tanggal 16 Desember 1994 Nomor- s sE - 168/x/Szl/ -

1294 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat f Jawa

Tengalr tanggal 20 Desemb er 1994 Nomor z 841/nZt+O *

tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pega -

wai Negeri Sipil Golongan I dan II serta Pensiunan

mulai. bulan iartuari 1995.

BEI,ANJA PN,tsANGUNAI{.

1. Untuk Tahun Anggaran yang akan datang dalam Ang-

garan Manajernen Belanja Penbangunan uraian tam -

lab/turang Eupaya ctitulis salah satu (bertanbah-

saja atau berlerang).
' ; !

2. Froyek Peningkatan Sarana,Jalan dari Kompo;ren -

Bantuan Daear Inpres..Dati II Kabupaten Daerah -

Tingkat II Pemalang dalan Anggaran Manajemen ql

tuk pelaksanaan Sub-sub kegiatannya supaya dilerrg

kapi dengan Nomor Ruile Jalan, antara lain :

KEm',lPAT

- Pasal  .  .  ,  .  .  (13) .
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-  Paeal -  8 .0.6.1.o2.C/J9 i
-  Pasal  2P.o.5.  1 .O2.O12,

J. Pasal ?P.O.18,1.O1.O19 tr Proyek Per\yrsunan Perencana-

an Pro6ram dan tehnis, Superviei dan Aditinistrasi Ka;'

bupaten Daerah Tingkat II Penalang It eebesar

Rp. 44.729.OoorOo supaya ditinjau kembali, Icareua oe-

haruenya nelekat pada naeing-nasing Pasa} Proyek yarrg

digunakan untuk pereiapan dan Adninistrasi Proyek dg

ngan perhitungan sebagai berilnrt :

- Proyek senilai O - 1OO j'uta, biaya r.rnumnya 7 %.

- Proyek senilai 1OO- 5OO juta, biaya umumrlya I l.

- Proyek senilai diatas lOO jutarbiaya ununnya 4 %.

4. Pasal 2P,O.18.1.o1.02O It Proyek Peni- laia:r dan Penyu -

sunan Laporan Paraearqra Purnakarya Nugratra Pelita V ,

Kabupaten Eaeratr Tingkat If Pemalang ff sebesar

Rp. 12.7a5.Wr0O dimana penanggungjawabr5ra Inspekto-

rat Wilayah Kabupaten eupaya dituniuk Bagiqn Pemerin-

tahan Unun sebagai penanggungjawab.

Hal tereebut sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:

9O3/5?2/EU0D tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman

Perqrueunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995.

Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Ke-

pal.a Daerah fingkat II Pemalang N6mor : 91o/79571994/KI

tanggal 29 Desenber 1994 tentang Penjabaran KegiataatlPa-

sal dan Proyek Perubahan .APBD Kabupaten Daeratr Tingkat -

II Pemalang Ta?run Anggaran 1994 / 1995t

seeua i . . . . . ( 14 ) .

KE[.,IMA I
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Eeeuai deng.an catatan-catat'irn tersebut diatae

dan d.ikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah sebagai lapcran semesti

nJfar l

Sete3.ah menerima Swat Keputusan Pengesahan -

Perybahan APBD ini, Kepalh Daerah supaya sere

ra nengun'rmkanrqra dalam Lembaran Daerah sesuai

Pasal 9 Ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor
,

5, Taliun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggrng-

Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Kcputusan ini berlaln: pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Pe-

raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pg

.malang Nomor : 8 Tahun 1994 tangeaL 29 Desem-

ber 1994 tentang Penetapan Perubahan APBD Ka-

bupaten Daerah Tin&tat II Pernalang Tahun Ang-

garan 1gg4 / 1995t dengan catatan bahwa setmla

jenie penerimaan dan pengeluaran hanya- dapat-

dianggap sah apabila didasarkan pada Peratur-

an Perundang.,rundctngan yang berlalcu.

.-

KEEO{AI,I. . :

KEFUJIIH

-

D I T E T A P K A N D T  !  o . . . .  ( l S )
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PADA TAI{GGAI'I

GIIBffi.NUR KPALA DAffiAI{ TII&KAf 3

JAWA TE,ISAH

ttd

S Q E W A R D T .

TS{BUSAN : Dieampaikan kepada Yth i

1, Baclan Pemerikea Keuangan Perwakilan Yograkarta'di Yoryakar

t a i

2. Departemen Keuangan ( Ditjen -A.nggaran ) 0i .ra*arta i

J. Departemen Dalam Negeri ( Oitjen PUOD U.P Direktur Keuang-

an Daerah d.i Jakarta i

4. Sekretarie Jendral Departemen Dalam Negeri U.P Kepala Biro

-. Keuangan di Jakarta ;

5. Wakil- Gubernur Kepala Daerab Tingkat I Jawa lengah ;

6. Sekretarie Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

f .  Seoua .  .  .  .  .  .  .  .  .  ( t6) .
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I

?' $erua Aeeleten Sekretaris Wilayah Wllayatr Daerah Tlngkat

I 'Jawa Tengah i

Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekaloagan

di Pekalongan i _
Ketug BAPP$A Propinei Daerah Tingkat I Jawa Tengah dl

S e n a r a n B  i

13 r. 1:'r'; 14 guna dilndahkan.

t l  a a ' l  f  f  f  ' l q n q f  i t t i f  a r t
t t t f a * * " " v t * t + t f ! t

E.

' 9 .

1Or KepaLa Inepektorat Wilayab Propinsi Daerah TinSkat I

- J a n a T e n g a h  d i  S e m a r a n g  i. . ;

,, 11. Kenala Biro,$ukum Kanfor Sekretariat Wilayah Daerah -

' 1>. Kepala Biro Bina Peaiueunan Progrdm, Kantor Sekretariat.

Witayah, Daerah Tingkat I'Jawa Tengatr di Enrarang i
... 13,8rqrati Kepe.la paerah Tingkat II Fernalang di Pemalang i

' 14; Ketu'a DPBD Katrupaten DaeraLr Tingkat II Penalang di

P e m a l d n g  i

15. Berkas [rirat - Keputusin.
: .  , i 3

'z . 1 sanBal dengan {2 'imtuk, diketatrui ;

.
daq
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